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ABSTRACT 

There exists a great variety of indigenous and traditional societies all over the world, including 

in Indonesia, each possessing a distinct and unique culture. Often times, such culture manifests 

itself in the form of a Traditional Knowledge, which is a set of knowledge, know-how, skills, 

and practices that are developed, sustained, and passed on from generation to generation within 

a community, often forming part of its cultural or spiritual identity. Time and time again, 

individuals and companies have sought to utilize certain Traditional Knowledges for 

commercial purposes and like any other commercial activity, every so often a dispute arises 

out of such endeavor. Due to the almost certainly transnational nature of Traditional 

Knowledge commercial utilization, this begs the question: how do we determine the applicable 

law that governs such dispute and how do we ascertain which court has the jurisdiction to 

adjudicate it? This writing attempts to establish the grounds on which Indonesia may apply its 

law and adjudicative jurisdiction on this matter. 

ABSTRAK 

Terdapat berbagai macam masyarakat pribumi dan tradisional di seluruh dunia, termasuk di 

Indonesia, yang masing-masing memiliki budayanya sendiri yang unik. Seringkali, 

kebudayaan-kebudayaan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk Ppengetahuan Tradisional 

yang merupakan seperangkat pengetahuan, cara, keahlian, dan praktik yang dikembangkan, 

dipertahankan, dan diwariskan turun-temurun dalam suatu masyarakat, dan seringkali menjadi 

bagian dari identitas budaya atau spiritualnya. Berulang kali, individu dan perusahaan telah 

mencoba untuk memanfaatkan Pengetahuan Tradisional tertentu untuk tujuan komersial dan 

seperti halnya pada aktivitas komersial lainnya, terkadang muncul sebuah sengketa dari 

kegiatan tersebut. Mengingat sifat dari pemanfaatan komersial Pengetahuan Tradisional yang 

hamper pasti transnasional, timbul pertanyaan: bagaimana cara menentukan hukum yang 

berlaku dalam sengketa demikian dan bagaimana cara untuk menentukan pengadilan yang 

berwewenang untuk mengadilinya? Tulisan ini mencoba untuk menguraikan bagaimana 

Indonesia dapat menerapkan hukum dan yurisdiksi pengadilannya dalam perkara semacam ini. 
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BAB I  

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang 

Dunia memiliki banyak masyarakat pribumi dan tradisional yang memiliki identitas 

budaya yang unik dan berbeda dari masyarakat lainnya. Salah satu bentuk manifestasi 

kebudayaan masyarakat pribumi dan tradisional adalah Pengetahuan Tradisional atau 

Traditional Knowledge. Menurut penjelasan yang diberikan dalam dokumen World Intellectual 

Property Organization atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (“WIPO”), yang 

merupakan suatu organisasi yang berperan untuk menjaga dan melindungi hak kekayaan 

intelektual secara global dan lintas-batas, Pengetahuan Tradisional adalah segala bentuk 

pengetahuan yang merupakan hasil dari aktivitas intelektual (berpikir, menganalisa, dan 

sebagainya yang memerlukan kapasitas intelektual) dalam konteks tradisional.1  

Secara lebih lanjut, WIPO menerangkan bahwa “aktivitas intelektual” yang dimaksud 

berhubungan dengan bagaimana manusia dalam suatu masyarakat tradisional berinteraksi 

dengan lingkungannya,2 khususnya mengenai panduan dan cara-cara menggunakan sumber 

daya yang ada di masyarakat untuk hal-hal yang bermanfaat. Selain itu, Pengetahuan 

Tradisional pada umumnya merupakan hasil karya dari masyarakat-masyarakat tradisional, 

asli, atau pribumi, yang menganggap penggunaan Pengetahuan Tradisional tersebut sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari tradisi dan budaya masyarakatnya. Tidak jarang pula 

Pengetahuan Tradisional memiliki nilai komersial yang membuatnya memikat bagi pelaku 

usaha untuk memanfaatkannya dengan tujuan mencari keuntungan. 

Ada banyak jenis pengetahuan-pengetahuan tradisional, dari hal-hal yang berupa 

kesenian (musik, pertunjukan, maupun literatur) sampai dengan Pengetahuan Tradisional yang 

bersifat atau berasal dari sumber daya genetik. Sebagai contoh, di India sebuah tanaman 

bernama Neem digunakan oleh masyarakat asli India Utara sebagai obat-obatan yang memiliki 

 
1 WIPO, Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, (Diterbitkan 7 Desember 2012) 

WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13, halaman 4. 
2 WIPO, Intellectual Property and Traditional Knowledge: Booklet No. 2, at 4-6, WIPO Pub. 

No. 920(E) (2009) halaman 1. 
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berbagai khasiat bagi masyarakat sekitar. Kantor Paten Eropa (European Patent Office) 

memutus dalam suatu putusannya bahwa karena aktivitas/karya intelektual masyarakat India 

Utara dihasilkan melalui sebuah konteks hidup tradisional, penggunaan tanaman Neem tersebut 

merupakan Pengetahuan Tradisional dalam pengertian hukum3 dan dalam hal ini telah terjadi 

pemanfaatan Pengetahuan Tradisional neem berupa pendaftaran neem ke kantor paten oleh 

pihak lain selain pemegang Pengetahuan Tradisional yang adalah masyarakat asli India Utara. 

Bukan hanya itu, suatu contoh lain dari Pengetahuan Tradisional adalah pengunaan tanaman 

Tumeric sebagai obat-obatan di India untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kanker, 

penyakit liver, dan berbagai inflamasi lainnya.4 

Berdasarkan ilustrasi-ilustrasi di atas terlihat jelas bahwa terdapat aspek-aspek tertentu 

dari tradisi dan budaya masyarakat tradisional yang mengandung manfaat/khasiat bagi 

kehidupan manusia, baik dari segi estetika, medis, dan aspek-aspek lainnya. Oleh sebab itu, 

bukanlah merupakan suatu hal yang tidak wajar apabila di dunia yang senantiasa terpengaruh 

oleh kekuatan pasar sebagai pendorong tingkah laku manusia, Pengetahuan Tradisional dapat 

dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan. Pengetahuan Tradisional yang 

sudah ada seringkali diadopsi dan dikemas dalam suatu bentuk, cara penyajian, maupun proses 

yang membuatnya layak untuk dipasarkan secara komersial. Utilisasi Pengetahuan Tradisional 

untuk kepentingan komersial telah menjadi suatu realita yang memiliki implikasi-implikasi 

hukum tertentu. 

Dewasa ini, utilisasi atas Pengetahuan Tradisional lazim terjadi, dan beberapa peristiwa 

pemanfaatan Pengetahuan Tradisional telah menuai kontroversi. Sebelumnya, perlu ditegaskan 

bahwa utilisasi/komersialisasi Pengetahuan Tradisional pada dasarnya dapat didefinisikan 

sebagai riset dan pengembangan dari Pengetahuan Tradisional yang ditujukan untuk 

kepentingan komersial atau mencari keuntungan.5 Seperti halnya dalam kegiatan komersil 

lainnya, dalam utilisasi Pengetahuan Tradisional tentu terdapat resiko akan adanya sengketa. 

Suatu perselisihan atau sengketa menyangkut utilisasi Pengetahuan Tradisional pun biasanya 

 
3 Boards of Appeal of the European Patent Office, Nomor Kasus: T 0416/01, halaman 1-2. 
4 R. A. Mashelkar, ‘Intellectual property rights and the Third World, 81(8) Current Science 

[2001], halaman 960. 
5 WIPO, The Protection of Traditional Knowledge: Draft Article, WIPO/GRTKF/IC/21/4, 

Artikel 3(2). 
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terjadi dalam kondisi pihak yang melakukan utilisasi merupakan perusahaan multinasional 

yang berada dalam yurisdiksi yang berbeda dengan masyarakat indigenous yang memiliki 

Pengetahuan Tradisional. Perbedaan yurisdiksi ini disertai dengan luasnya kemungkinan 

terdapat berbagai titik taut yang menunjuk kepada kaidah-kaidah hukum negara yang berbeda 

menimbulkan persoalan mengenai penentuan hukum yang berlaku serta forum penyelesaian 

sengketa yang relevan apabila terjadi sengketa. 

Salah satu contoh terjadinya utilisasi Pengetahuan Tradisional adalah kasus tanaman 

Neem. Masyarakat tradisional di India Utara mengetahui bahwa tanaman tersebut memiliki 

khasiat yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk keperluan-keperluan medis. Perusahaan 

multinasional Amerika Serikat W.R. Grace mengajukan sebuah paten kepada Kantor Paten 

Eropa.6  Paten tersebut diajukan atas metode pengembangan dan formulasi tanaman Neem 

menjadi sebuah minyak (Neem Oil Formulation). Sebagai sebuah tanaman yang sangat tua di 

India yang bahkan kerap dikelilingi oleh legenda-legenda, dari akar sampai mahkotanya, 

tanaman Neem mengandung banyak komponen yang ampuh, termasuk azadirachtin, yang 

dapat mengobati luka. Bagian-bagian lain dari tanaman Neem, yaitu ranting, daun, bunga, dan 

bibitnya digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti kusta, diabetes, kelainan 

kulit, sampai sariawan. Ekspoitasi tanaman ini rupanya telah dilakukan selama berabad-abad, 

sampai metode penggunaannya dituangkan dalam teks Ayuverda kuno dari India. W.R. Grace 

telah mampu untuk menciptakan suatu minyak yang diproses dari bagian-bagian tumbuhan 

tersebut dan berperan sebagai obat. 

Akan tetapi, India sebagai parens patriae dari masyarakat asli India Utara mengajukan 

gugatan ke Kantor Paten Eropa, yang pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan paten 

tersebut. Pertimbangan yang dikemukakan sebagai alasan dari putusan tersebut adalah bahwa 

pengajuan paten tersebut tidak memenuhi unsur-unsur paten yang harus dipenuhi, yaitu novelty 

(hal yang baru), inventive step (adanya langkah inventif), dan the lack of prior art (hal serupa 

tidak boleh sudah ada). Atas dasar-dasar tersebut, paten tersebut dibatalkan. 

 
6 Boards of Appeal of the European Patent Office, Nomor Kasus: T 0416/01. 
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Meskipun telah terjadinya berbagai sengketa yang menyangkut Pengetahuan 

Tradisional serta lazimnya pemanfaatan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan 

komersial, rezim hukum hak kekayaan intelektual internasional masih belum memberikan 

perlindungan yang menyeluruh terhadap Pengetahuan Tradisional. Pengaturan yang ada dalam 

Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) tidak memberikan pengaturan 

mengenai hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat secara komunal, seperti 

halnya Pengetahuan Tradisional. Perjanjian-perjanjian internasional seperti Convention on 

Biological Diversity (CBD) berikut dengan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 

and the Fair Share and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the 

Convention on Biological Diversity yang melengkapinya telah memberikan perlindungan 

terhadap Pengetahuan Tradisional namun hanya dalam konteks Pengetahuan Tradisional yang 

berupa keragaman biologis seperti halnya tanaman-tanaman obat dan kosmetik. 

Indonesia sendiri belum membangun rezim hukum yang kuat dalam melindungi hak-

hak masyarakat atas Pengetahuan Tradisional yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) memang melindungi folklore yang 

merupakan salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional. Akan tetapi, tidak ada norma-norma 

lainnya yang lebih spesifik maupun menyeluruh yang memberikan perlindungan terhadap 

Pengetahuan Tradisional. Indonesia memang telah memiliki Rancangan Undang-Undang 

(“RUU”) tentang Pengetahuan Tradisional, namun sejak tahun 2009 sampai saat ini RUU 

tersebut belum dapat direalisasikan menjadi hukum positif. 

Kurangnya perlindungan dan pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas 

Pengetahuan Tradisional merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan, sebab Indonesia 

memiliki keagekaragaman budaya tradisional yang cukup tinggi sehingga lahirnya banyak 

Pengetahuan Tradisional, seperti halnya metode pemanfaatan tumbuhan rotan untuk berbagai 

keperluan, misalnya membuat furniture, merupakan Pengetahuan Tradisional yang diwariskan 

turun-temurun di kalangan petani Desa Kebong, Kabupaten Sintang.7 Tersedianya banyak 

keanekaragaman budaya dan Pengetahuan Tradisional membuka kesempatan bagi pihak-pihak 

 
7 Lusia Siska, Sofyan Zainal, dan Sondang Sirait, ‘Etnobotani Rotan Sebagai Bahan 

Kerajinan Anyaman Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam 

Kabupaten Sintang’ Jurnal Hutan Lestari Vol. 3 (4) 496-506 [2015] halaman 497-498. 
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tertentu, terutama perusahaan asing, untuk menggunakan Pengetahuan Tradisional yang 

dimiliki oleh masyarakat untuk tujuan komersial. Tentu saja penggunaan Pengetahuan 

Tradisional berpotensi menimbulkan sengketa, seperti yang telah terjadi dalam kasus Neem di 

India ketika sebuah perusahaan multinasional mencoba untuk mempatenkan Pengetahuan 

Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat.  

Perlu diingat bahwa sebenarnya Pengetahuan Tradisional tidak dapat dimasukkan ke 

dalam rezim hukum kekayaan intelektual konvensional seperti Paten atau Hak Cipta sebab 

terdapat perbedaan-perbedaan fundamental antara Pengetahuan Tradisional dan hak kekayaan 

intelektual konvensional. Pertama, Pengetahuan Tradisional dimiliki secara komunal, 

sementara rezim hukum kekayaan intelektual konvensional yang ada hanya mengenali 

kekayaan intelektual sebagai suatu hak privat. Kedua, permasalahan-permasalahan seputar 

kekayaan intelektual konvensional berpusat pada msalah komersial, sedangkan persoalan yang 

menimpa Pengetahuan Tradisional juga berpusat pada aspek spiritual, religius, dan budaya.8 

Adanya perbedaan-perbedaan fundamental dalam konteks ini juga berkontribusi pada 

kurangnya perlindungan dan pengaturan hukum Pengetahuan Tradisional sehingga diperlukan 

pengaturan sui generis. 

Sebagai akibat dari kurangnya perlindungan dan pengaturan hukum dalam konteks ini, 

munculah pertanyaan mengenai hukum yang berlaku serta pengadilan yang berwewenang 

untuk mengadili sengketa tersebut, mengingat perkara penggunaan Pengetahuan Tradisional 

biasanya memuat unsur asing. Oleh karena itu, Penulis akan menjawab pertanyaan mengenai 

bagaimana menentukan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwewenang dalam 

sengketa penggunaan Pengetahuan Tradisional secara komersial guna meningkatkan kepastian 

hukum dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan nasional dalam 

melindungi hak masyarakat tradisional.  

Tentu saja bagaimana persoalan pemberlakuan hukum dan yurisdiksi Indonesia dalam 

konteks ini dapat membantu perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional berangkat 

dari asumsi bahwa hukum Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap 

 
8 Jane Anderson, Indigenous/Traditional Knowledge & Intellectual Property, Center for the 

Study of the Public Domain, Duke University (2010) paragraf 1.1.4. 
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dalam melindungi Pengetahuan Tradisional. Mengenai kelengkapan dan apa yang perlu 

diperbaiki dalam hukum substantif Indonesia akan juga dibahas secara singkat khususnya 

dalam Bab II dan Bab III tulisan ini. Pemberlakuan hukum dan yurisdiksi Indonesia menjadi 

berarti dalam melindungi Pengetahuan Tradisional Ketika hukum substantif Indonesia telah 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak Pengetahuan Tradisional yang ada di 

Indonesia. Perlindungan tersebut sangat penting bukan hanya bagi masyarakat adat yang 

bersangkutan, melainkan juga kepentingan nasional Indonesia dalam memperoleh pengakuan 

internasional atas segala kekayaan alam dan budayanya serta memperoleh nilai tambah dari 

kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Apabila tidak demikian halnya, maka dalam 

beberapa kasus justru lebih masuk akal untuk memberlakukan hukum asing yang memberikan 

perlindungan yang lebih memadai terhadap Pengetahuan Tradisional. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Secara fundamental, permasalahan yang disajikan dalam tulisan ini adalah 

terdapat kekosongan hukum dalam hal perlindungan dan pengaturan Pengetahuan 

Tradisional dan rezim hukum yang ada tidak memadai untuk melindungi kepentingan 

hukum pihak-pihak terkait. Kekosongan ini menimbulkan persoalan terutama karena 

adanya potensi Pengetahuan Tradisional untuk dimanfaatkan untuk kepentingan 

komersil oleh pihak lain yang menimbulkan resiko terjadinya sengketa. Tidak adanya 

rezim perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional, baik secara substantif maupun 

dalam konteks kaidah Hukum Perdata Internasional yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan sengketa memiliki konsekuensi tingginya ketidakpastian hukum dalam 

area ini. Oleh sebab itu, penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 

1. Bagaimana cara menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa penggunaan 

Pengetahuan Tradisional secara komersial dan asas-asas apa saja yang dapat digunakan 

dalam menentukannya? 

2. Bagaimana cara menentukan pengadilan mana yang memiliki kompetensi untuk 

menyelesaikan sengketa penggunaan Pengetahuan Tradisional secara komersial dan 

asas-asas apa saja yang dapat digunakan menentukannya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah yang telah dikemukakan pada bagian 

sebelumnya, dalam melakukan penelitian ini Penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola umum penentuan hukum yang berlaku dalam hal adanya perjanjian 

eksploitasi Pengetahuan Tradisional dan mengapa hukum tersebut menjadi yurisdiksi 

favorit; 

2. Mengetahui bagaimana cara menentukan hukum yang berlaku dalam hal sengketa tidak 

melibatkan perjanjian dan/atau tidak ada pilihan hukum dalam perjanjian tersebut; 

3. Mengetahui forum penyelesaian sengketa yang umumnya berlaku dalam perjanjian 

eksplotasi Pengetahuan Tradisional dan mengapa yurisdiksi itu menjadi favorit; dan 

4. Mengetahui bagaimana cara menentukan forum penyelesaian sengketa dalam hal tidak 

adanya forum pilihan di perjanjian dan/atau sengketa tidak menyangkut perjanjian 

tersebut. 
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D. Metode Penelitian 

Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan analisa  dan  konstruksi,  

yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis  dan konsisten.  Metodologis berarti sesuai  

dengan  metode  atau  cara  tertentu, sistematis  adalah  mengikuti sistem dan menguraikan 

dengan cara yang diatur baik-baik,  sedangkan  konsisten  berarti tidak  adanya  hal-hal  yang  

bertentangan  dalam  suatu  kerangka  tertentu. 

I. Jenis Penelitian 

Uraian mengenai metode penulisan yang akan digunakan oleh Penulis adalah metode 

penelitian yuridis normatif. Normatif dalam hal ini berarti penulis akan bergantung pada 

norma-norma hukum yang ada berdasarkan asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan 

perundang-undangan nasional maupun internasional, seperti perjanjian internasional, hukum 

kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum internasional, serta sumber hukum 

internasional subsider seperti pendapat ahli yang berkualifikasi serta putusan-putusan 

pengadilan. 9  Selain itu, penulis juga akan berpegang pada kaidah-kaidah hukum perdata 

internasional yang relevan terutama dalam persoalan choice of law, applicable law dan choice 

of forum. Secara spesifik, norma-norma yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum 

internasional mengenai Pengetahuan Tradisional seperti halnya Konvensi Keanekaragaman 

Hayati, norma-norma hukum nasional Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta.  

Selain itu, mengingat bahwa topik yang dibahas dalam Tulisan ini merupakan area yang 

relatif baru dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik 

mengenai hal tersebut, maka penting untuk mengandalkan sumber hukum yang akan ada (ius 

constituendum) berupa rancangan undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT). Pengkajian 

terhadap rancangan undang-undang tersebut dilakukan melalui metode penafsiran 

antisipatoris, yakni metode penafsiran hukum yang mengandalkan rancangan peraturan 

perundang-undangan sebagai peraturan yang nantinya akan berlaku.10 RUU PTEBT sendiri 

 
9Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 34. 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 106-107. 
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merupakan produk perundang-undangan pertama yang secara spesifik akan mengatur 

mengenai Pengetahuan Tradisional sehingga penting untuk dapat mengkaji dan menganalisa 

RUU tersebut. 

II. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan melakukan peninjauan 

terhadap norma-norma hukum internasional, nasional, dan hukum perdata internasional yang 

ada melalui penelusuran di perpustakaan, database¸ jurnal online maupun offline. Secara 

spesifik, pengumpulan data akan dilakukan dengan melihat inventoris Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Republik Indonesia tentang Pengetahuan Tradisional yang terdaftar serta pusat data 

WIPO mengenai segala konferensi-konferensi yang dilakukan tentang perlindungan 

Pengetahuan Tradisional guna mengetahui sikap masyarakat dunia terhadap perlindungan 

hukum Pengetahuan Tradisional. 

III. Sumber Pustaka 

Penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka 

atau data sekunder dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan 

fakta-fakta yang ada. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka 

atau data sekunder. Data-data sekunder ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari: 

A. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti perjanjian 

internasional dan sebagainya baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi, 

diantaranya: 

● Protokol Nagoya Konvensi Keanekaragaman Hayati, Artikel 3 ayat (2) 

● Konvensi Keanekaragaman Hayati 

B. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber-

sumber hukum primer, seperti hasil penelitian akademik, karya-karya ilmiah para 

sarjana. Jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat ilmiah pada bidang, 

diantaranya: 

● Anil K. Gupta, WIPO-UNEP Study on the Role of Intellectual Property Rights in 

the Sharing of Benefits Arising from the Use of Biological Resources and 
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Associated Traditional Knowledge (WIPO Publication number 769) (WIPO and 

UNEP, 2004), hal 102-121. 

● R. A. Mashelkar, ‘Intellectual property rights and the Third World’ (2001), 81(8) 

Current Science, hal 960. 

C. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, 

ensiklopedi hukum, dan sebagainya yang menunjang penulis dalam melakukan 

penelitian ini. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

BAB I - Pendahuluan 

Penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang ditulis dalam latar belakang masalah. 

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Berdasarkan latar belakang tersebut merumuskan pertanyaan yang 

menjadi rumusan masalah yang akan penulis teliti di dalam penulisan ini. 

BAB II – Pengetahuan Tradisional Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional 

Penulis akan menjelaskan definisi dan cakupan konseptual Pengetahuan Tradisional. 

Selanjutnya, bagian ini akan membahas mengenai pengaturan dan perlindungan Pengetahuan 

Tradisional menurut norma hukum internasional dan norma hukum Indonesia serta 

konsekuensi hukumnya terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai kekayaan intelektual 

masyarakat tradisional. 

BAB III – Utilisasi Pengetahuan Tradisional 

Penulis akan memaparkan pengertian utilisasi Pengetahuan Tradisional, tanggung jawab dan 

konsekuensi hukum yang timbul dari utilisasi Pengetahuan Tradisional dan dampaknya 

terhadap masyarakat tradisional Indonesia, serta potensi sengketa yang mungkin timbul 

sebagai akibat dari utilisasi Pengetahuan Tradisional. 

BAB IV – Cara Menentukan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Sengketa Utilisasi 

Pengetahuan Tradisional 

Penulis akan membahas mengenai asas-asas hukum yang dapat digunakan untuk menentukan 

pilihan hukum dan pilihan forum dalam sengketa utilisasi Pengetahuan Tradisional serta 

memberikan rekomendasi untuk kepentingan pembangunan hukum nasional, termasuk tingkat 

dan cakupan peraturan yang perlu dibuat. 

.BAB V – Kesimpulan dan Rekomendasi 
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Penulis akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan-

pembahasan yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kepastian hukum dan sarana perjuangan hak atas Pengetahuan Tradisional 

melalui jalur hukum. 




